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PRAKTIK JUAL BELI OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DI KOTA PADANG
DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG
PERATURAN PELAKSANA UNDANGAN-UNDANGAN NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN
(Nur Ain Lubis, 2110111016, Fak. Hukum Universitas Andalas, 68 Him, 2025)
ABSTRAK

Penjualan obat keras tanpa resep dokter merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Kesehatan, yang secara tegas menyatakan bahwa obat keras hanya dapat diperoleh dengan resep dari
dokter. Pada praktik dilapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dengan kenyataan,
dimana masyarakat dapat dengan mudah memperoleh obat keras di sarana pelayanan kefarmasian tanpa
melalui diagnosis medis yang jelas. Kondisi ini menimbulkan potensi risiko terhadap keselamatan pasien,
terutama ketika tidak disertai dengan informasi yang memadai dari apoteker. Perumusan masalah adalah
1) Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Padang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan
terhadap praktik jual beli obat keras tanpa resep dokter di Kota Padang; 2) Bagaimana upaya yang
dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Padang dalam mencegah transaksi
jual beli obat keras tanpa resep dokter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas
pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dan Balai Besar Pengawasan Obat dan
Makanan (BBPOM) terhadap praktik penjualan obat keras tanpa resep dokter. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Menggunakan data
primer melalui wawancara dengan instansi terkait dan apoteker, serta data sekunder berupa peraturan
perundang-undangan yang relevan. Dan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan; 1)
Dinkes tclah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap apotek dan toko obat akan tetapi
pengawasan dan pembinaan tersebut belum efektif; 2) BBPOM Kota Padang juga telah melakukan upaya
untuk mencegah transaksi obat keras dengan melakukan pengawasan terhadap apotek dan toko obat serta
juga telah melakukan pembinaan secara berkala kepada apoteker, tenaga kerja kefarmasian serta
masyarakat, meskipun pengawasan telah dilakukan secara rutin, fokus pengawasan masih bersifat umum
dan belum menyentuh secara khusus pada aspek distribusi obat keras. Untuk mewujudkan kepatuhan
terhadap hukum kesehatan dan perlindungan konsumen, diperlukan penguatan strategi pengawasan serta
pembinaan yang lebih kontekstual dan menyentuh akar permasalahan di masyarakat.
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The Practice of Selling Prescription-Only Medicines Without a Doctor’s Prescription
in Padang City Reviewed from Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Nur Ain Lubis, 2110111016, Faculty of Law, Andalas University, 68 Pages,2025)
ABSTRACT

The sale of prescription-only medicines without a doctor’s prescription constitutes a violation of the
provisions stipulated in Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Kesehatan, which explicitly states that such medicines may only be obtained with a
doctor’s prescription. In practice, however, there is a discrepancy between the regulation and the reality,
where people can easily obtain prescription-only medicines from pharmacentical service facilities
without undergoing a proper medical diagnosis. This condition poses potential risks to patient safety,
particularly when not accompanied by adequate information from pharmacists or pharmaceutical
personnel regarding the proper use of the medicines. The formulation of the problems is: (1) How is the
role of Dinas Keschatan Kota Padang in supervising and guiding the practice of selling prescription-
only medicines without a doctor’s prescription in Padang City; (2) What efforts are carried out by Balai
Besar Pengawasan Obat dan Makanan in Padang to prevent the sale of prescription-only medicines
without a doctor’s prescription. This study aims to analyze the role and effectiveness of supervision
conducted by Dinas Keschatan Kota Padang and Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM)
over the sale of prescription-only medicines without a doctor’s prescription. The research method
employed is empirical juridical with a qualitative and descriptive approach. Primary data were obtained
through interviews with related institutions and pharmacists, while secondary data were collected from
relevant laws and regulations. The results and discussion lead to the following conclusions: (1) Dinas
Kesehatan has carried out supervision and guidance toward pharmacies and drug stores, but such
supervision and guidance have not been effective; (2) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
(BBPOM) in Padang has also made efforts to prevent prescription-only medicine transactions by
supervising pharmacies and drug stores as well as conducting regular training for pharmacists,
pharmaceutical personnel, and the general public to improve knowledge regarding the acquisition and
use of such medicines. Although supervision has been conducted routinely, its focus remains general
and has not specifically addressed the distribution of prescription-only medicines. To achieve
compliance with health law and consumer protection, it is necessary to strengthen supervision strategies
and provide guidance that is more contextual and addresses the root problems in society.
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